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IKHTISAR 

Skripsi ini ialah hasil peneyelidikan sendiri yakni Renung Siyasah dari Haris Frandani, Staff 

Syariat dan Hukum IAIN Sumatera Utara dengan judul: Peran Pemerintah Lingkungan dalam 

Mengatasi Jalan Harmed dari Sudut Pandang Fiqh Siyasah (Pertimbangkan di Daerah Wampu, 

Peraturan Langkat). Pemerintah Teritorial memiliki hak dan komitmen untuk mengelola jalan. 

Jalan merupakan kerangka yang mencakup sebagian besar kehidupan manusia. Salah satunya 

adalah sebagai sarana transportasi yang dapat menjadi komponen penting dalam bidang keuangan, 

sosial dan karakteristik untuk membentuk kehidupan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. 

Kerusakan jalan yang terjadi di berbagai tempat saat ini dapat menjadi masalah yang kompleks 

dan kerugian yang dialami sangat besar bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang 

lama, kecelakaan, kecelakaan aktivitas dan lain-lain.. Jalanan yang rusak juga dapat meningkatkan 

risiko kecelakaan. Jadi, bergerak dari pondasi ini, memenuhi bagian jalan karena memang 

seharusnya. Pendekatan investigatif yang digunakan dalam pemikiran ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan sosiologis yang absah, yaitu pendekatan yang khusus menganalisis 

bagaimana tanggapan dan insting terjadi ketika suatu kerangka norma hukum bekerja dalam 

masyarakat. Perkembangan pemikiran ini mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang rusak berat 

tampaknya perlu mendapat perhatian dari Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagai 

Pemerintah berwenang dalam hal pemeliharaan jalan. Tindakan yang diberikan oleh Pemerintah 

Daerah tidak dapat semuanya diperbaiki secara langsung karena melihat anggaran yang diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk beberapa jalan yang dipilih dan diprioritaskan, tidak sesuai dengan 

jumlah jalan yang harus diperbaiki, diperbaiki di lapangan. Faktor penghambat dalam perbaikan 

jalan rusak antara lain simpanan anggaran terbatas, wilayah pembangunan dan kerjasama 

masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai pelaku pengaturan yang sah harus melaksanakan 

kewajibannya berdasarkan undang-undang (Siyasah Dusturiyyah). Berbicara seputar th. 

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Infrastruktur Jalan, Fiqih Siyasah. 

  



 

 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kebaikan, 

ilmu, data, kualitas dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Nikmat 

dan sambutan terus disampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta kluarga, 

sahabaat, dan pendukungnya yang rela berkorban demi kepentingan umat Islam dan diridhoi Allah 

SWT, khususnya Islam. Serta para juru kunci yang saya sayangi, yang tak henti-hentinya 

menuangkan kasih sayang, membesarkan, mengajar, dan memberi arahan bagi para ulama. 

Dukungan, semangat dan motivasi terus diberikan dengan tulus, perlawanan disertai dengan doa 

yang rajin dzikir agar penulis dapat mencari arah yang lebih tinggi. Dengan izin Allah SWT, Sang 

Pencipta dapat mengakhiri pertikaian ini dengan judul: “Peran Pemerintah Daerah Dalam 

Menanggulangi Jalan Rusak Persfektif Fiqih Siyasah (Studi Di Kecamatan Wampu Kabupaten 

Langkat)”. Tujuan skripsi ini disusun agar memenuhi dan melengkapi salah satu prasyarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Hukum , pada Program Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah & Hukum, 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN- SU). Penulis bersyukur sepenuhnya bahwa 

proposisi ini tidak mungkin selesai tanpa arahan, bantuan, inspirasi, rekomendasi dan jabatan dari 

berbagai pihak. Dengan cara ini pencipta mengkomunikasikan penghargaannya yang paling 

mendalam kepada:  

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang sewaktu-waktu menawarkan dan 

memberikan nikmat yang luar biasa yang menghadirkan pribadi-pribadi luar biasa yang 

menjadi penopang dalam menyelesaikan usul ini, dan Nabi Muhammad SAW yang telah 

membawa masa ini dari zaman yang jahiliyah ke masa yang telah banyak ilmu pengetahuan 

seperti sekarang ini; 



 

 
 

2. Bapak Prof.Dr.Syahrin Harahap,MA. selaku Rektor Perguruan Universitas Islam Negeri 

(UIN) Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada kreator untuk menimba 

informasi di kampus tercinta ini; 
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memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini; 

7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sumatera Utara; 

8. Wali penulis, Ayahanda Sohirin dan Ibu Sri Fatimah Sinaga, yang tidak henti-hentinya 

memberikan inspirasi, nasihat, semangat dan doa yang tak henti-hentinya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan proposal ini, dan terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, dan 

kehangatan yang telah diberikan. . kualitas dan jiwa Sang Pencipta yang tidak akan pernah 

tergantikan oleh apapun. Semoga Allah SWT terus memberikan kesempurnaan, 

kemakmuran, panjang umur dan pangan serta kebahagiaan bagi para wanita yang kalian 

cintai dan para pria terhormat; 
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